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TENTANG

PENUNJUKAN S?AF KHUSUS BUPATI HALMAHERA BARAT
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BUPATI HALMAIIERA BARAT,

Menimbang : a. bahwa daiam rangka menata penyelenggaraan tugas-tugas pemenntahan,
pembangunan clan pela3ranan kernasyarakatan serta kerukunan umat
beragama agar berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangal,
diperlukan penguatan kapasitas dan kapabilitas manusia khususnva
dalam bi<lang kerohanian;

tr. tra-hrn-a kerohanian merr-tpakan segala- konclisi pikiran rnanr-r-sia, -),:1,*g
trerkaitan dengan peran ji."va sebagai asensi bagi kehiriupan umat
beragama, maka sangat dibutuhkan keberadaan Staf Khusus Bupati
Bidang Kerohanian Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

c. bahu'a Lrerdasarkan pertimbangan sebagaimana riimaksud dalarn huruf a
dan huruf b, pel'lu ditetapkan Keputusan Bupati Halmahera Barat tentar:"g
i'enunjukan Staf Kirusus Bupati Hairnahera Barat i3iciang Kerohanian
Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Halmahera
Barat Tahun 2A2a;

Mengingat: 1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1q5B tentang Penetapan Undang-
undang Nomor 23 Dar-urat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-
daerah Su,atanua Tingkat Ii Daiam Wiiavah Daerah Suratantra Tingkat i
Maluku menjacli lJndang-undang;

2 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara
yang trebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;

3. Llnclang-ur:rlang Ncmor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Unrlang*
undang liomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku
Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaien l,{aluku Tenggara Barat;

4. Undang-unelang Nomor 1 'lahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten
Haimahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan
Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi
Ma1uku Utara;

5. Unclang-undang i,[outll i7 Tairun 2003 ter:Larrg Keuarrgan i.{egara;
6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang Perbendaharaan Negara;
7. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2AL4 tentang Aparatur Sipil Negara;
8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2}fl tentang Pemerintahan Daerah;
9. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2Al4 tentang Administrasi

Pemerintahan;
10. Undanyundang |,Iomor 1 Tahun 2A'2'2 tentang Hubungan Keuangan

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
11. Undang*undang Nomor 13 Tahun 2A22 tentang Pentbahan kedua atas

Undang-undang Non:or 12 Tahun 2OlL tentang Pembentukan Peraturan
Perundang,undangan;

',2. Pci-atuian Pcmcrintah l'iomor 55 Tahun 2005 tcntang Dana I'ciimbang;
i3. Feraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
14. Pe::aturar: Penierintah Noraoi i1 Tahun 2A* t-niang Manajemera P*ga',rai

Negeri Sipil:
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15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2Ol7 tentang Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2AL9 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah;
Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
IJndang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan;

18. Pcratui'an l'v{cnici-i Dalam Ne geri I'iomor i20 Tahun 2013 tcniang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Daiam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pemtrentukan Produk Ilukum Daerah;

19. Peratur:rn Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tabun 2O2A tentang Pedoman
Ieknis Pengeloiaan Keuangan Daerah;

'2A. Peraturan Daerah Kabupaten Fiaimahera Barat Nomor 2 Tahun 20'21
l.entang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Halmatrrera lJarat
Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten HaLmahera Barat;

'21. Peraturan Daerah Kabupaten Fialmahera Barat Nomor l. Tahun 2024
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera
Dnrat'f^h"h n h,Y,r^-^.- )n )/l .
ij.aldt lurlUaf :raa65(l.ait LVL 1 r

)'). Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 20 Tahun 2*'21 ientang
Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Haimahera Barat Nornor 1*
Iahun 2016 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah;

23. Peraturan Bupati HaLmahera Barat Nomor 1 Tahun 2A21 tentang
Penjabaran Alggaran Pendapatan dan Beianja Daerah KaLrupater:
F{airnairera Barat Tahun Anggaran 2O21;

Memperhatikan : Surat Kepala Bagian lJmum, Perencanaan dan Keuangan Setda
Kabupaten Halmahera Barat Nomor:84I/212/2A24 perihai
Pennohonan Penerbitan SK KDH.

I?IIMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU Menunjuk Pdt. Yernia Lidya Tea, S.Teol sebagai Staf Khusus llupati
F{almahera Barat l]idang l{erohanian Dalam Pen3relenggaraan Pemerintahan
Daerah.

Masa kontrak kerja Staf Khusus Bupati Bidang Kerohanian lfalam
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah selama 12 Bulan terhitung mulai
tanggal 1 Bulan Januari sampai dengan tanggal 31 Bulan Desember Tahun
'2424.

Masa kontrak sebagaimana dimaksud Diktum Kedua, sewaktu-w-aktu dapat
ditinjau dan/atau diakhiri bilamana tidak sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan, bertentangan dengan kebijakan
pemerintah dan/atau bertentangan dengan" hai-hal lain yang bersifat teknis.
Staf Khusus Bupati Bidang Kerohanian Daiam Penvelenggaraa_n
Pemerintahan Daerah dapat diberikan tunjangan kinerja dengan bessran
Rp. 11.8OO.OOO,- (Sebelas Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah).

Staf Khusus Bupati bidang Kerohanian Dalam Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah selain memperoleh tunjangan sebagaimana dimaksud
parla liiktum Keernlrai ciapat pula tiiirerikari tambairarr pengirasiian iairr
sepanjang tidak bertentaagan dengarl peraturan perundang-undangan yang
berlaku dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah.

Staf Khusus Bupati kridang Kerohanian dalam penyelenggaraalt
penyelenggaraan pemerintahan daerah diberikan biaya perjalanan dinas
Dalam Daerah maupun Keluar Daerah (Dalam Negeri) disetarahkan dengan
Per3alanar: Dinas N*n PNS.

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT :

16.

17.

KELIMA

KtrtrNAM :
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KtrTUJUH : Staf Khusus Bupati Bidang Kerohanian Dalam Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah mempunyai tugas sebagai berikut :

a. fuIemberikan bahan masukan, kajian dalam perumusan kebijakan Bupati
di Bidang Kerohanian Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah -1,-ang
mencakup pelayanan kepada masyarakat serta kerukunan umat
beragama;

b. Men-veienggarakan kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan keimanan
dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa:

c. Menjaga komunikasi yang baik antara umat beragama di Kabupaten
Halmahera Barat;

d. Menyediakan fasilitas yang dapat meningkatkan wawasan keagamaar;
e. Memantau dan melakukan kajian/analisis terhadap kebijakan Daerah

agar sesuai dengan Visi dan Misi Bupati serta kebutuhan Daerah;
f. Meiakukan kourdinasi berbagai kegiaian masyarakat menyangkut

kegiatan keagamaan;
g. Melakukan penyuluhan tentang keberhasilan pembangunan melalui

bahan dan pintu jalan keagamaan;
h. Tugas-tugas khusus lain yang diberikan oleh Bupati.

KEDELAPAI\: Staf Khusus Bupati Bidang Kerohaniaa Daiam Penyeler:ggaraan
Pemerintahan Daerah dalam menjaiankan tugas berkoordinasi dengan
Sekretaris Daerah dan melaporkan kepada Bupati.

KtrStrMBILAN: Segala biaya yang akan timbui sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini
dibebankan pa,ia Anggaran Peadapatan dan Beianja Daci'ah Kabupaien
Halmahera Barat.

KESEPULUFI: Keputusan ini muiai berlaku pada tanggai ditetapkan.

Ditetapkan di :

Pada tanggal :

BUPATI

Jailolo
2J i 202{-

BARAT,

Ternbusg;'" Disampaikan kepada Yth ;

1. Sekretaris Daerah Kab. Halmahera Barat di Jaiiolo,
2. Inspektur Inspektorat Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
3. Kepala BKAD Kab. Halmahera Barat di Jailoio,
+. Yang bersangkutan untuk diketahui.

JAMES UAITG
Ass. Rid. Adm. Umum

Kahag Umum, Perencanaan &

Kabag. I{ukum & Orgs


